
 

 

 

 

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT 
PROVINSI JAMBI  

 

PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT 

NOMOR  3 TAHUN 2020 

TENTANG 

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN  

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 
TAHUN ANGGARAN 2019 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT, 

Menimbang :  bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 Peraturan 

Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertanggungjawaban 
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Tahun Anggaran 2019 perlu menetapkan Peraturan Bupati 
tentang Penjabaran Pertanggungjawaban pelaksanaan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 

2019; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang 

Pembentukan Daerah otonom Kabupaten di Provinsi 
Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang 
Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun  Bangko dan 

Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755); 

2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang 

Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, 
Kabupaten Muaro Jambi  dan Kabupaten Tanjung Jabung 
Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 

Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik  
Indonesia Nomor 3903 ) sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan 

Lembaran Negara Republik  Indonesia Nomor 3969); 

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4400); 

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara 

Republik  Indonesia Nomor 4438); 

SALINAN 



 

 

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5234) sebagaimana  telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);  

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana 

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang 

Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 
202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);  

8. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang 
Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4027); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang 
Pembinaan dan Pengawasan atas penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4090); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 nomor 48, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4502); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah  (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, 

sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011. 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan 



 

 

atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 

2015 Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157); 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 
tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah 

tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan 

Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran 
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2017 Nomor 450); 

15. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat 

Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan 
Keuangan Daerah  (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung 

Jabung Barat Tahun 2018 Nomor 15); 

16. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat 
Nomor 18 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 
Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung 

Jabung Barat Tahun 2018 Nomor 18); 

17. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat 

Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 
(Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat 

Tahun 2019 Nomor 15); 

18. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat 

Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertanggungjawaban 
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten 
Tanjung Jabung Barat Tahun 2020 Nomor 3); 

19. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 49 Tahun 

2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 

Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung 
Barat Tahun 2018 Nomor 51); 

20. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 29 Tahun 
2019 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung 

Jabung Barat Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah 
Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2019 Nomor 29); 

 

 

MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN 

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN 
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 

ANGGARAN 2019. 

 

 



 

 

Pasal 1 

Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2019 terdiri atas: 

a. Pendapatan 

1. Pendapatan Asli Daerah Rp.    120.220.481.667,74 

2. Pendapatan  Transfer  Rp. 1.481.252.881.615,97 

3. Lain-lain Pendapatan  
yg sah    Rp      40.864.880.000,00 

Jumlah Pendapatan  Rp. 1.642.338.243.283,71 

b. Belanja 
1. Belanja Operasi    

a) Belanja Pegawai  Rp.     485.137.602.299,87 
b) Belanja Barang  Rp.    268.059.633.528,00 

c) Belanja Subsidi  Rp.        6.137.871.352,00 
d) Belanja Hibah  Rp.       18.179.377.352,00 

e) Belanja Bantuan Sosial Rp.           1.802.500.000,00 
f) Belanja Bantuan    

         Keuangan    Rp.         1.048.114.934,00 

 
2. Belanja Modal    

a) Tanah     Rp.        9.489.246.000,00 

b) Peralatan dan Mesin Rp.      30.661.981.178,00 

c) Gedung dan Bangunan Rp.    172.038.328.523,90 

d) Jalan, Irigasi dan 

Jaringan   Rp    468.809.789.259,68 

e) Aset Tetap Lainnya  Rp      16.230.900.597,15 
 

3. Belanja Tidak Terduga 
- Belanja Tidak Terduga Rp.                                    0,00 

 

JumlahBelanja   Rp. 1.477.595.345.025,04 
 

c. Transfer    
Transfer Bagi Hasil ke Desa 

1. Bagi Hasil Retribusi  Rp        3.262.852.560,00 

2. Transfer Bantuan Keuangan 

 ke Desa    Rp    221.553.402.423,00 

Jumlah Transfer  Rp     224.816.254.983,00 

Jumlah Belanja + Transfer Rp  1.702.411.600.008,40 

    Surplus/(Defisit)  Rp      (60.073.356.724,33) 
 

d. Pembiayaan 
1. Penerimaan   Rp.       266.428.794.470,90 

2. Pengeluaran   Rp.                                0,00 

Jumlah Pembiayaan Neto Rp.    266.428.794.470,90 

Sisa lebih anggaran tahun 

berkenaan    Rp     206.355.437.746,57 

 

 



 

 

Pasal 2 

 

(1) Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 

tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.  

(2) Ringkasan dan Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran II yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

 

Pasal 3 

 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanjung 

Jabung Barat. 

 

Ditetapkan di Kuala Tungkal 

pada tanggal 28 Agustus  2020 
 

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT, 

 

                       ttd 

SAFRIAL 

 

Diundangkan di Kuala Tungkal 

Pada tanggal 28 Agustus   2020 

 

              SEKRETARIS DAERAH 

KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT, 

 
                              ttd 

 
                      AGUS SANUSI 

 
BERITA DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT  TAHUN 2020 

NOMOR 3 
 
               Salinan sesuai dengan aslinya 

KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH 
         KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT 

 
 

 
                 H. ANGSORI, S.Ag., MH 
                NIP. 19700414 199803 1 006 

 
 


